BARI

PENDANULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUNP) adalah sumber pokok
hukum pidana maten yang terdin dari 3 (tiga) buku Buku | mengenai aturan
umum, buku 11 dan buku 111 berisi tindak pidana-tindak pidana tertentu Buku |
aturan umum memual azas-azas umum mengenal berbagai hal atau bidang dalam
hukum pidana, misainya tentang batas-batas berfakunya hukum mdana, tentang
pidona dan hal-hal yang menisdokan, mengurangi serta memberatkan pidana,
tentang percobaan, tentang perbandingan, lemang penyeriaan dan lain schagainya
Aturan umum hukom  pidana ini o berfoku tdak sajo bag tindak
pidana-tindak pidana yang ada dalam buku 1 don buku HI melamkan juga techadap
tndak prdana vang sda di Juar KUIHP sepanjang dalam undang-undang lam ndak
ditentukan Jan. Hal ini diatur dalam pasal 103 KUHP. Mengenni tindik pidana-
undak pidana yang dimuat dalam buku 11 dan buku 111 adalah berupa nuomusan
tentang perbuntan-perbuatan terienty faktF muupan pasil) yang dilarang dilakukan
olel orang yang diseriai ancaman pidana tertentu buge bamng simpa yang

melakukan perbutan yang merjadi larangan 1y
Adanya uncaman sanksi pidana terhadap orng vang melanggar aturan
mengenal laratigan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam uncang-unding

schapal susty cin dan suatw tindak pedana tertentu, yang membedakan denpan

" Adsrn Chazawn Kejwhiton Terhudap Tubuh dan Nyawa, T Baja Grafindo Perssda Jabarna
2000, Kim 1
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aturan mengenai dorongan perbuatan dan yang bukan merupakan tindak pidana
kejahatan yang dimuat dalam buku 11, pada kenyataannya mengandung sanksi
pidina yang yang lebih berat dari pada pelanggaran ditempatkan dalam
golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Yang salah satu sifat
yang sama it adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (mechbelaog)
yang dibahayakan/ dilanggar).}

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kajahatan dan dirumuskan dalam
undang-undang lantaran perbuatan ity dindlai oleh pembentuk undang-undang
sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan
menentapkan larangan untuk melakukan suat perbuatan dengan disertai
ancaman/sanksi pidana bagi berang siapa yang rmelangpamya, berarti
undang-undang telah memberikan perlindungan hukum aias kepentingen-
kepentingan hukum tersebut,

Adam Adzami® mengelompokkan kepentingan hukum itu menjadi figa (3)
golongan besar yaitu |
2. Kepentingan hukum perorangan (Bab XIX, Bab XX, Bab XXII, XXIII, Bab

XK1V, Bab XXV, Bab XVI, Bab XVII)
b. Kepentingan hukum masyarakat (Bab V, Bab VII)
¢. Kepentingan hukurn negara (Bab I, Bab IV)

Walaupun kepentingan hukum ity dapat digolongkan atau dibedakan, akan

tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan, oleh karena i pelanggaran atas suatu

kepentingan hukum dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum

? thid, him 2-3
Y Ibid, Wm 3
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yang lain misalnya, pembunuhan yang sifal pelanggaran terhadap kepentingan
hukumnya lebih banyak kepada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya
juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat, ada suaty
kepentingan hukum perorangan apabila kepentingan hukum it juga merupakan
suatu kepentingan hukum masyarakat,

Menurut Chaidir Ali,’ vang menjadi objek dari kejabatan terhadap jiwa

manusia adalah jiwa dari manusia yang yang diatur dalam Bab XIX KUHF yang
digolongkan menurut sandaran subjektif dan menurut sandaran objek kejahatan.
Mengenai menurut sandaran subjektif elemennya diatur dalam apsal 359 KUHP
(kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia oleh karena kealpaan).
Mengenai menurut sandsran objek kejahatanya yaitu pesal 338 (pembumuhan
biasa), pasal 339 {pembunuhan yang ditkuti oleh tindak pidana lainnya), pasal 340
(pembunuhan yang direncanakan), pasal 341 {pembumithan terhadap bayi), pasal
342 (pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu), pasal 343 (bunuh diri),
pasal 346 (pengguguran yang dilakukan oleh ibu kandung sendin ), pasa! 347
{pengguguran oleh orang lain lanpa persetujuan si ibu), pasal 348 ( pengguguran
oleh orang bin dengan persetujuan si Thu), pasal 349 (pengpuguran yang dilakukan
oleh Dokter, Bidan aten Juru obat).

Dalam penulisan skripsi ini dari sekian banyaknya kejatan terhadap jiwa
manusia, Penulis hanya mengambil 2 (dua) pasal yaitu, Pasal 341 dan Pasal 342
KUHP. Yaitu pembunuhan terhadap bayi (fimde dogsiog) 341 KUHP dan

pembunuhan terhadap bavi dengan reneana terlebih dahulu (knde mond) Pasal 342

* Chaidir Ali, Responsi Hukum Pidano, Amico, Bandung, 1985, klm 71
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KUHP vang selanjutnya akan penulis kantkan dengan kasus vang pernah terjadi
Dalam mengaitkan apa yang seharusnya vang terdapat dalem pasal 341 dan 742
KUHFP dengan kenyataanya di lapangan, penulis mengambil contoh kasus vang
pernah heboh di PN Jakana Utara.

Dalam kasus tersebut yang membuat penulis jadi tertarik adalah seorang
wanita masih berusia 17 tahun diberi minuman, kemudian pingsan, setelah anak
perempuan lersebut sadar, anak perempuan tersebut sudah telanjang tanpa busana
dan terkejut bahwa dia telah disetubuhi atau telah diperkosa dalam keadaan
pingsan, ini berarti perempuan tersebut menjadi korban perkosaan

Anak perempuan tersebut meratapi nasibnya dan dilingkungan keluarganya
telah dicemoohkan karenz telah hamil tanpa tahu siapa pelakunya dan pelakunya
tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Kehamilan anak perempuan tersebut semakin
besar. Di lingkungan keluarganys ridak terurus dan di lingkungan tempat
tinggalnya anak perempuan tersebut minder dan malu Suatu ketika pada jam 04.30
pagi, anak perempuan tersebut (tingling) perutnya mules-miules Ling Ling ke
kamar mandi dan setibanya di kamar mandi, tiba-tiba dari alat kelamin Ling Ling
keluar bayi perempuan dalam keadaan hdup dan karena Ling Ling belum punya
suami dan bavi vang lahir akibat perkosaan, lalu Ling Ling memasukkan bawi yang
lengkap dengan tali pusar dan arm-an tersebut ke dalam kantong plastk dan
membawanya ke tempat pembuangan sampah vang dekat dengan rumahnya, dan
meletakkan bavi tersebut di tempat sampan vang setiap jam 05.00 pam sampah

tersebut akan dibakar.
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Dalam kejadion tersebut Ling Ling dibhukum dengan hukuman | iahun
penjara. Penghukuman inilah menjadikan Penulis tertarik untuk lebih lanjul untuk
menuangkannya dalam skripsi nanfinya

Ling Ling karena usianya masih 17 tahun dan masih berstatus sebagai
korban dari tindak pidana perkosaan yang belum mendapatkan perlindungan
hukum. Menunst Arif Qosita,’ masalah korban kejahatan sebetulnya bukanlah
masalah yang baru, hanya karena hal-hal terientu kurang diperhatikan hahkan
diabaikan. Hal-hal tertentu tersebul fermasuk pemberian sanksi (pertanggung
jawaban pidana) terhadap korban dari kejahatan yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis mengambil judul dalam skripsi ini
menjadi “Pertanggung jawaban pindana Anak yang Melakukan Pembunuhan

Terhadap Anaknys Sendiri akibal Perkosaan” analisis Putusan.

B. Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
|. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana
pembunuhan?
2. Apakah Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada korban

perkosaan vang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini beriujuan:

! Arif Qusita, Masalah Kerban Kejahatan Kumpulan Larangan, Akademi Persindo, Jakarta, 1093
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E.

X,

i

Untuk mengetahu perianggung jawaban anak yang melakukan pembunuban
terhadap anaknya akibal perkosaan ielah mencerminkan keadilan.

Untuk mengetahun apakan Undnag-undang memberikan perlindungan hukum
kepada korban perkosaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan

terhadap anaknya,

Manfaat Penclitian

Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pemberian sanksi hukum
pidana

Manfaai praktis

Memberi masukan kepada lembaga badan peradilan (Hakim, Jaksa) fentang
aspek keadilan dalam menmjatuhkan sznksi hukum korban perkosaan yang

melakukan tindak pidana pembunuhan,

Kerangka teoritis konss=psional dan kerangka pemikiran

Kerangka Teoritis

4. Pengentian tindak pidana
Tindak pidana sering juga discbut delik, dalam basa Belanda disebut
dengan istilah Strafbasrben, Tresna menyebutnya peristiwa pidana,
sedangkan Prof. Moelyatno menpgunakan kafa perbuatan yang dapat
dilakukan. Sclain isulah penggunaan tersebut Ulrrechr mengpunalan

istilgh peristiva pidana: Karena istilah “peristiva® ity meliputi suaiu
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perbuatan (“kandelen” stau "dosa”} atau suaty melaluikan maupun
akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau
melalaikan itu) pembuat undang-undnag menggunakan istilah peristiwa
pidana, perbuatan pidana, tindakan pidana) ®

Selain ahli bukum Indonesia, ahh hukum Belands Voc dan Pomple
menjelaskan penstiwa tindak pidana sebagai benkut ;. menurut Voo
peristiwa pidana adalzh suatu kelakvan manusia yang pada umuminya
dilarang dan diancam yang bagi mereka melanggarnya diberi hukuman.
Menurut Ponpe suaty peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah
alau pelanggaran tata hukum yang diasakan karena kesalahan pelanpggar,
dan vang harus diberi hakuman, Untuk dapat mempertahankan tata hukum
dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan peristiwa pidana juga suat
pensiiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiva
yang menyckabkan dijatubkannya hukuman.”

Prof. Moeljatno menjelaskan perbuatan pidana sdalah perbuatan yang
dilarang oleh suaty aturan hukum, larngan mana diseriai ancaman
(sanksi} yang herupa pidama lerentu, bagr barang siapa yang melanggar
larangan tersebut Menurut Prof. Moeljatno dapal juga dikalakan bahwa
perbuatan peckana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hubum dilarang
dan diancam asal saa dalem pada itw dungat bahwa lsrangannya ditujukan
kepada perbuatan (yanu sustu keadaan atau keyachan yang ditmbelkan

oich kalalman orang) sedanghan ancaman pidana ditujukan kepada orang

: Samidp, Hukam Pidoaa, Amvco, Bandung, 1995, kim 77
Thid, hlm TS
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g wenitmbulban bejulian vy Amura latengan den wesmara podas
wido Dobwngin g ol karonn setses bejedinn dan ey ety
snsrinbindkan kejadian it sda hubngan pany eonl Vang sty tidar dapae
dignsabikan darl yang o Fegadion udak deped dibsiang, plea yang
mendmlinlkan bikan aoang dan ang Nidsk dapet dianceen padisa. jira
liduk  korsnn kejncun gang ditinbalksn olehogs. Do justrs enitak
moylakan  hobwngan vy eral U onaka  dipskalsh  periataan
"pethustan”, yaitu sualy pengertion shatrak yany menuuk kepada da
kewdwan bungknt yait adsnys bepdin yang tensntu dag adenye orang

yong b, yang menmbolkan kegadian it *

b Pengentian tndak podsna pembunuban

Kepahatan tethadap jiwa manisia (pembunuhan) dalam KUHP diatur
hlman packal 33% - 349 KU Adapun 10 pasal-pesalnys adalzh thhy
Paval 338 KUIHP

"Barang mapa yang dengan sengaja merampas nyiva orang lain, disncam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas whun®
Pasal 139 KUHP

*Pembunuban yang dilkut, diserar atay didabulur oleh susty delik, veng
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atan mempermudsh
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendin maupun peserta

lanmya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

) r-I-H. him u-n-z_
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memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama wakiy
tertenty, paling fama dua pulub tahun®,

Pasal 340 KUHP ;

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas myawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun®,

Pasal 341 KUHP ;

"Seorang ibu vang karena taku! akan ketahuan melahirkan ana pada saat
anak dilahitkan ataw tidak lama kemudian, deogan sengaja memmpas
nyawa anaknya, diancan karers membunuh anak sendiri dengan pidana
pemjara paling lam atujuh tzhun

Pasal 342 KUHP :

" Seorang ibu vang untuk melaksanakan niatmya yang ditentukan karema
takut okan ketahusn bahwa ia akar melahirkan anak, pady soat anak
dilahirkan atau tidak lama kernusian merampas nyawa anaknya, diancam
karena melakukan pembunuhan anak sendini dengan rencana, dengan

pidana penjara paling lama sembalan tahun”

Pasal 345 KUHP

“Barang siapa sengzja mendorong orang Jain untuk bunuh  diri,

menolongnya dalam perbuatan ity atau memberi sarana kepadanya untuk

itn, diancam dengan pidana penjara paling lama empal tahun kalaw orang

it yach bunuh din®,
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Pasal 346 KUHP .

"Seorang wanila yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungannya alay menyuruh orang lain untuk i, diancam  dengan

pidana penjara paling lama empat tahun"

Pasal 347 KUHP :

1) Barang sizpa yang dengan scngajs menggugurkan atay mematikan
kundungan seorang wanila tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun,

2} Jika perbaatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,

Pasal 348 KUHP :

I} Barang siapa dengan sengaja menggugurkan alay  mematikan
kendungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima {zhun enam bulan.

2} Jika perbuatan ity mengakibatken matiny: wanita tersebu, diancam

dengan pidana penjara paling lama lujub ahun.

2. Kemangka Konscpsional
2. Pengertizn pertanggung jawaban pidana
Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Tanggung jawab
artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh sescorang slay

lebih mas perbuaan yang telab dilakukannya” Sehubungan dengan beban

" Bachsan Mustofn, Siners Hukom fndomesia Terpad, Citra Aduia Bhaky, Bandung, 2003,
hlm 42
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yang harus dipikul dalam konteks pembunuhan berati bebannya adalah
berupa pemberian sanksi hukum pidana kepada mereka yang melakukan
pernbunuhaen karena telah menghilangkan nyawa orang lain,

Berkaitan pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan
kejehatan (tindak pidana) maka orang tersebut baru dapat dihukum
(dipidana) kalau ada peraturannya (undang-undangnya) Pertanggung
jawaban pidana terikat dengan azas-azas dari hukum pidana yang dalam
hal ini dikenal dengan azas legalifas yang dalam hukum pidana diatur
dalam pasal 1 ayat 1 Kitap undnag-undang. Hukum pidana adalah tiada
suatu perbuatan boleh/dapat dihukum, melainkan (kecuali) kekuatan
ketentuan pidana dalam undang-undang diatur terlebih dahuly dalam
undang-undang. Menurut R. Soesiio pasal 1 ayat | KUHF ini merupakan
perundang-undangan hukum pidana moderen yang menuntut, bahwa
ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang vang sah, yang
berarti larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum
orang. Selanjutnys menuntut pula bahwa kefentuan pidana dalam
undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah
dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan.
Yang berati bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur)
Nidlum Delictum sine proevia lege permali artinya, peristiwa pidana tidak
akan ada jika ketentuan pidana dan undang-undang tidak ada terlebih
dahulu, Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang

Hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah  hak
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kemerdekaan diri pribadi orang."

Menurul EY Ranbu dan SR. Sianturi pertanggungjawaban pidana
dimaksudkan untuk menentukan apakah scorang tersangka/erdukwa
dipertanggungjowabkan atas suatu tindak pidana (erime) yang terjodi atau
tidak. Dengan kata lain apakah terdokwa akan vipidana atau dibebaskan,
Jika in dipidana {dihukum), tindakan (perbuatan) tersebut harus bersifal
melawan hukum dan terdakwa mampu beranggungjawab. Kemampuan
tersebut memperlihatkan kesalahan dan petindak (yang melakukan
perbuatan) yang berbentuk kesengajaan alan  kealpaan, artinya
tindakan/perbuatan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang
dilakukan tersebut.

Hubungan petindak (pembuatyang melakukan perbuatan)
dengan tindakannya (perbuatannya) dapat mengetahui ketercelaan dan
tindakannya {perbuatannya) dan dapat menentukan apakah akan dilakukan
tindakan fersebut atau tidak Jiks menentukan aken melaksanakan
tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja "atay alpa™ dan
unfuk penentuan fersebul, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu,
yang jika demikian penentuan ity bernda di luat kehendaknya sama
sekali.”

Mengenai peniadaan pidann, dikenal beberapa perbedaan menurut

memon penjelasan (memarie van foelilinng) pembedaan didasarkan pads

" R Soesito, Kitmh Undang-Undang Hukun Pidama serin Komentar-ontendornpa Lenghop

Prsal demi Paval, Polites, Bogor, 1588, him 27
" EY Kante dan SR Sianturi, Azms-azas Hukiem Pidang & fneoaesia dan Penerapannys, Storia

Grafika, Jakarta, 2002, him 250
2 fbid Blm 21
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sifatnya  dengan memperbandingkan  pertenggungjawabannya.
Diperbedaan antara penyebab dalam dan penyebab luar demi
penghapusan pertanggungjawaban tersebut.

Penyebab-penyebab dalam dari  penghapusan perianggungjawaban
diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur
dalam Pasal 48, 49, 50,51 KUHP. Pembedaan yang dilakukan menurut
doktrin ialah dibedakannya antara dasar-dasar peniadaan pidana secara
umum dengan yang secara khusus. Dasar-dasar umum ditentukan dalam
Bab [11 buku ke | KUHP. Sedangkan dasar-dasar khusus terdapat secara
tersebar dalam berbagai pasal-pasal undang-undang seperti misalnya Pasal

166, Pasal 221 ayat (2), Pasal 367 ayai(l) KUHP. "

Pengeriian Anak

Menurut Pasal 45 KUHP anak adalah orang vang belum berusia 16
tahun, menurut hukum perdatz anak adalah mereka yang belum berusia 21
tahun, sedangkan menurut Pasal Undang-undang no. 23 Tahun 2002,
lembaga perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia
delapan belas (18) thun Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka pengertian mengacy pada

Undamg-undang perlindungan anak
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3 Kerangka Pemikiran

LTindak Pidawa Pemburuhan |
i
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oleh anak usia 18 1h Anak akibu perkosean_|

|
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Hakim

Putusan Hakim

F. Metode Penelitian Hukum

I, Jenis Penelitan
Penelitian dan skripst ini adalah metode penelivan yunidis normatif

Penelitian vuridis normatil {hukumn normatif) merupakan penelitian keputaran
yaitu penelitian ferhadap data sckunder. Confoh data sekunder antara lain,
peraturan perundang-undangan, dokumen dan buku-buku itnuah, bahan-bahan
hukum sudah didokumentasikand glam perpustakaan, pengadilan, kantor-
kantor pemerintah atau lembaga serta fempal-lempat lain yang menyimpan
data kepustakaan. Dala sckunder yang digunakan dalam penelitian ini penulis

dapatkan dan Perpustakaan dan tempat-tempat yang menyimpan buku-buku

ilmiah, "

1 Ppera Mahmod Marzuki, Penefition Hubum, Kencany, Jikarta, 2005 blm 56
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Pendekatan Penchnan

Metode penchuan yuridis normatf, pendekninnnya adalab pendekotan
perundang-undangan.  Penelitian hukum dengan  pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan cars memahami, mengingal dan menafsirkan
makna norma-norma hukum yang menjadt bahan penelitian. Norma-norma
hubum ite dipahami, dungkap dan ditafsirkan meknanya dengan penafsiran

vang ada datam ilmu hukum, "

Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekualan

mengikat dan sudut pandanga hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi

menjadi 3 {tiga) vaitu :

a. Baohan hukum perimer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau perpu,
peraturan pemerintah, putusan hakim,

b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi
pendapat para pakar hukum,

¢. Bahan hukum tersil, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus
ensiblopedia,”

Teknik Pengumpulah Bahan Hukum
Tekmk ataw cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum

dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau

" Mhid
¥ Baciono Socranto dan Sui mamudji, Pemelifinn Mukum Norsatf, Rajy Grafindo Pereada,
Jakara, 2096, hlm. 33

Pertanggungjawaban Pidana.., Tigor Nainggolan, Fakultas Hukum, 2019



|

kepustakaan  Stadi kepustnkaan adalsh  kegatan  mengumpulkan  dan
memertksa atan menelusun dokumen-dokumen atou kepustakaan yang dapal
membenkan mformasi atou keterangan yang dibutulikan olch peneliti Studi
dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan
hahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan tidak selalu tersimpan di
perpustakaan, tapi bisa dimana saja seghingga secara prakiis pengumpulan
bahan hukum selain dapat dijakukan di perpustakaan juga dapat diperoleh di
tempat lain yang berfungsi menyimpan bahan hukum seperti melalui media

masa atau media elektronik."”

G. Sistematika Penulisan
Bab1 Pendahuluan. Pada Bab imi berfurui-turut dibahas latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfast penelitian, kerangka
teoritis konsepsional dan pemikiran, metode penelitian dan diakhin
sestematika penulisan.
BabIl  Tinjauan Pustaka
1. Tindak pidana pembunuhan anak
2. Tindak pidana perkozaan
3. Akibat-akibat dari tindak pidana perkosaan
4. Anak dan bentuk perlindungan hukumnya
5. Korban kejahatan

6. Keterkaitan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan

" M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 102
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Bab 11l Hasil Penelitian

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini dibahas pembahasan dari rumusan masalah
yang diajukan oleh penulis pada bab | yaitu:
|, Bentuk peranggung jawaban pidana
2. Perlindungan hukum korban perkosaan yang melakukan

pembunuhan

BabV  Bab ini merupakan kesimpulan dan saran, Kesimpulan dan saran pada
bab V ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, sednagkan pada
saran penulis menyarankan untuk aparat penegak hukum dan lembaga

negara lainnya serta kepada masyarakat.
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